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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG SATUAN TUGAS
PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025

ABSTRAK : a. Keputusan ini ditetapkan berdasarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, bahwa Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah
sebagaimana dimaksud dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

b. Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
Dan memperhatikan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian
dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

C. Keputusan ini menetapkan perubahan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Intern
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.



CATATAN : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai sejak tanggal
ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2025.

2. Lampiran 2 him



